BAB 111
DESKRIPSI PENGAMPUNAN PAJAK (Tax Amnesty)

A. Pengertian Pengampunan Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr.Rochmat Soemitro, S.H:
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-
Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.?

Sedangkan pajak menurut kamus hukum adalah pungutan
wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk
sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah
sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan
sebagainya.?

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu
bagi fiskus sehingga dengan asas ini Negara memberi hak kepada
dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada
hakikathya memungut paksa (berdasarkan Undang-Undang)
sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya. Asas-asas tersebut
adalah Asas Domisili, Asas Sumber dan Asas Kebangsaan.®

Kata Amnesty berasal dari bahasa Yunani “amnestia” yang
dapat diartikan, melupakan atau suatu tindakan. Para ahli
mengartikan amnesti ke dalam pengertian yang berbeda-beda,

sesuai dengan bidang penerapan hukumnya, di antaranya sebagai

! Mardiasmo,Perpajakan,(Yogyakarta: C.V. ANDI OFFSET,2013), h. 1.

2 Sudarsono,Kamus Hukum, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2007), h.336.

3 Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu,Perpajakan: konsep, teori dan isu,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.38.
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konsep pada peniadaan atau penghapusan tanggung jawab pidana.
Dalam bahasa inggris, amnesti sering dikaitkan dengan istilah
“pardon” yang berarti pemaafan atau pengampunan. Secara historis
amnesti merupakan peninggalan dari jaman atau masa kerajaan, di
mana seorang raja yang sangat berkuasa mempunyai kekuasaan
untuk menghukum dan termasuk mengurangi hukuman sebagai
tindakan murah hati dari seorang raja. Sedangkan secara umum
amnesti merupakan hak kepala negara untuk meniadakan akibat
hukum yang mengancam suatu perbuatan atau sekelompok
kejahatan politik. Dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945,
amnesti merupakan hak mutlak atau hak prerogratif Presiden
sebagai kepala negara (Pasal 14 ayat (2) UUD 1945). Dalam hukum
positif, pengaturan amnesti juga dapat ditemukan dalam Undang-
Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi.*

Amnesti menurut kamus hukum adalah pengampunan atau
penghapusan hukuman vyang diberikan kepada negara kepada
seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak
pidana tertentu.®

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) adalah penghapusan pajak
yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi
perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara
mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Sementara yang
dimaksud dengan Harta yaitu akumulasi tambahan kemampuan

ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak

4 Zainal Muttagin, Tax Amnesty Di Indonesia, (Bandung: PT. Refika
Aditama,2013), h.28-29.
5 Sudarsono,Kamus Hukum, (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA, 2007), h.32.
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berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang
digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di
dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara itu, pengertian Uang Tebusan adalah sejumlah uang
yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan
Pajak.°

Menurut Devano dan Rahayu (2006), Pengampunan pajak (tax
amnesties) adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang
memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan
membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk
memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi
wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh.
Pengampunan pajak ini diharapkan menghasilkan penerimaan pajak
yang selama ini belum atau kurang dibayar di samping
meningkatkan kapatuhan membayar pajak karena makin efektifnya
pengawasan maka semakin akuratnya informasi mengenai daftar
kekayaan wajib pajak.’

Menurut penulis pengampunan pajak (Tax Amnesty) adalah
suatu kesempatan yang terbatas pada kelompok pembayar pajak
tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu
tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga,
sanksi dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya
atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana.

® Suharno,Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia,(Jakarta: Kompas
Media Nusantara,2016), h.5.

7 Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu,Perpajakan: konsep, teori dan isu,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.137.
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Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan tax amnesty
diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-
dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan
sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk
menstimulasi perekonomian nasional. Di sisi lain kelemahannya
bila diterapkan pengampunan pajak adalah tidak serta merta
menjamin peningkatan Kkinerja setoran pajak ke kas negara. Hal ini
bisa sebaliknya berpotensi terjadinya penyelewengan, manipulasi

dan tindakan moral hazard lainnya.

Dasar Hukum Pengampunan Pajak
Dasar hukum pengampunan pajak sudah di atur oleh Undang-

Undang Dasar Republik Indonesia. Ada 7 peraturan yang terkait

dengan pengampunan pajak (Tax Amnesty) antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan
Pajak.

2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak.

3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016
tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan
pada instrumen investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka
Pengampunan Pajak.

4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 600/KMK.03/2016

tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak Sebagai
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Penerima Uang Tebusan Dalam Rangka Pelaksanaan
Pengampunan Pajak.

5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016
tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen
Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.

6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016
tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan
Pajak.

7) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengampunan Pajak.®

Pelaksanaan Pengampunan Pajak sudah pernah dilaksanakan

di Indonesia pada tanggal 9 September 1964 melalui Penetapan

Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1964 Tentang

Peraturan Pengampunan Pajak, Kemudian pada tanggal 18 April

1984 Presiden Republik Indonesia Memutuskan dan Menetapkan

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan

Pajak.® Kebijakan pengampunan pajak dijalankan oleh pemerintah

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tentang

Pengampunan Pajak. Pertimbangan yang dipakai adalah bahwa

dengan dilaksanakannya sistem perpajakan yang baru hasil

reformasi di bidang perpajakan tahun 1983. Namun efektifitas

Pelaksanaan Pengampunan Pajak tersebut masih rendah dan

efektifitas ini terukur dari rendahnya partisipasi peserta

pengampunan pajak. KEPPRES Nomor 26 Tahun 1984 Tentang

8 Grace Maria Y. Sitorus, Himpunan Peraturan Tax Amnesty, (Jakarta:
ANTARA PUBLISHING, 2016) h.51.
% Zainal Muttagin, Tax Amnesty Di Indonesia..., h.123.
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Pengampunan Pajak tersebut ditingkatkan menjadi Undang-

Undang yakni, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Di dalam Undang-

Undang Pengampunan Pajak yang baru ini terdiri dari 25 pasal

yang terbagi dalam 13 bab antara lain:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Bab I, Tentang Ketentuan Umum, pasal 1.

Bab 11, Tentang Asas dan Tujuan, pasal 2.

Bab Ill, Tentang Subjek dan Objek Pengampunan Pajak,
pasal 3.

Bab IV, Tentang Tarif dan Cara Menghitung Uang Tebusan,
pasal 4-7.

Bab V,Tentang Tata Cara Penyampaian  Surat
Pernyataan,Penerbitan Surat Keterangan dan Pengampunan
Atas Kewajiban Perpajakan, pasal 8-11.

Bab VI, Tentang Kewajiban Investasi Atas Harta Yang
Diungkapkan dan Pelaporan, pasal 12-13.

Bab VII, Tentang Perlakuan Perpajakan, pasal 14-17.

Bab VIII, Tentang Perlakuan Atas Harta Yang Belum Atau
Kurang Diungkap, pasal 18.

Bab IX, Tentang Upaya Hukum, pasal 19.

10) Bab X, Tentang Manajemen Data dan Informasi, pasal 20-22.
11) Bab XI, Tentang Ketentuan Pidana, pasal 23.

12)Bab XII, Tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengampunan

Pajak, pasal 24.



33

13) Bab XIII, Tentang Ketentuan Penutup, Pasal 25.1

Bila dibandingkan dengan peraturan pengampunan pajak yang

lama, maka peraturan pengampunan pajak yang baru ini ada banyak

tambahan bab dan pasal-pasal yang mengatur tentang pengampunan

pajak yang lebih detail dan terperinci dengan jelas.

C. Asas dan Tujuan Pengampunan Pajak

Dalam pelaksanaannya, Pengampunan Pajak didasarkan pada

empat asas antara lain:

1)

2)

3)

4)

Asas kepastian hukum adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak
harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui
jaminan kepastian hukum.

Asas keadilan adalah pelaksanaan Pengampunan Pajak yang
menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap
pihak yang terlibat.

Asas kemanfaatan adalah seluruh pengaturan kebijakan
Pengampunan Pajak bermanfaat bagi kepentingan Negara,
Bangsa, dan Masyarakat, khususnya dalam memajukan
kesejahteraan umum.

Asas kepentingan Nasional adalah pelaksanaan Pengampunan
Pajak yang mengutamakan kepentingan Bangsa, Negara, dan

Masyarakat di atas kepentingan lainnya.*!

10 Undang-Undang Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016, (Bandung:

Fokusindo Mandiri,2016), h. 2-29.

1 Suharno,Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia, (Jakarta: Kompas

Media Nusantara,2016), h.6.
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Dengan berpegang teguh pada prinsip atau asas kepastian
hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan Nasional, maka
tujuan dilaksanakannya pengampunan pajak adalah:

1) Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui
pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap
peningkatan likuiditas domestik, perbaikkan nilai tukar Rupiah,
penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

2) Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan
yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan
yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.

3) Meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain akan
digunakan untuk pembiayaan pembangunan.?

Setiap Wajib Pajak berhak untuk mendapatkan pengampunan
pajak. Berdasarkan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, atau pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.3
1) Subjek Pengampunan Pajak

Secara lebih detail subjek pengampunan pajak menurut

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016,

meliputi:

2. Undang-Undang Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016, (Bandung:
Fokusindo Mandiri, 2016), h. 33

13 Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, Tax Amnesty itu mudah,(Jakarta:
Visimedia, 2016), h.11.



35

a. Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berhak
mendapatkan pengampunan pajak;

Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga
kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum
terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak
Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
dapat tidak menggunkan haknya untuk mengikuti
pengampunan pajak;

Warga Negara Indonesia yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan
subjek pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan
haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.*

Namun demikian, menurut Undang-Undang Pengampunan

Pajak terdapat tiga jenis Wajib Pajak yang tidak berhak

mendapatkan amnesti pajak, yaitu:

a.

Wajib Pajak yang sedang dilakukan penyelidikan dan berkas
penyelidikannya telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan;
Wajib Pajak yang sedang dalam proses peradilan; atau

Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman pidana, atas

Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.®®

2) Objek pengampunan Pajak

Objek pengampunan pajak meliputi pengampunan atas

kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak yang

14 Grace Maria Y. Sitorus, Himpunan Peraturan Tax Amnesty, h.168.
15 Suharno,Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia,, h.8.
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berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31
Desember 2015 bagi yang belum atau belum sepenuhnya
diselesaikan olen Wajib Pajak. Kewajiban perpajakan yang
dimaksud adalah kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPh),Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPnBM). Pengampunan pajak diajukan ke kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan membawa Surat
Pernyataan Harta.®
Nilai harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan untuk
Pengampunan Pajak meliputi:
a. Nilai Harta yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir;
dan
b. Nilai Harta Tambahan yang belum atau belum
seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.!’

D. Tata Cara Pengajuan Pengampunan Pajak

Sebelum datang ke Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak

berhak mendapat pengampunan ada beberapa syarat yang harus
dipenuhi. Dasar hukum Syarat-syarat ini diatur dalam pasal 2
Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1984 tentang Pengampunan
Pajak dan Pasal 4 UU KUP, yaitu:

Mendaftarkan diri pada Kantor Inspeksi Pajak dalam wilayah
Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan, bagi yang

belum mempunyai nomor pokok wajib pajak;

16 Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, Tax Amnesty itu mudah, h.14.
7 Suharno,Panduan Praktis Amnesti Pajak Indonesia,, h.9.
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b. Menyampaikan pernyataan tertulis mengenai jenis pajak dan
tahun pajak yang dimintakan pengampunan;

c. Menyampaikan daftar kekayaan benar bagi Wajib Pajak orang
pribadi yang menyelenggarakan pembukuan;

d. Menyampaikan Neraca yang benar bagi Wajib Pajak orang
pribadi dan menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak
badan;

e. Mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dengan
benar, lengkap, dan jelas.

f. Mengisi dengan benar surat pemberitahuan mengenai segala
jenis pajak.®

Setelah memenuhi beberapa persyaratan tersebut, Wajib Pajak
dapat datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar
atau tempat tertentu dengan membawa Surat Pernyataan beserta
lampiran kelengkapan dokumennya, sebagai berikut:

a. Bukti pembayaran Uang Tebusan;

b. Bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang
memiliki Tunggakan Pajak;

c. Daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang
dilaporkan;

d. Daftar utang serta dokumen pendukung;

e. Bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak
yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang
sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau
penyelidikan;

f. Foto copy SPT PPh Terakhir;

18 Zainal Muttagin, Tax Amnesty Di Indonesia..., h.132-133.
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g. Surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah

diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak;

h. Dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi,

J-

melampirkan juga surat
pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat
selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak dialihkan;
Dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi,
melampirkan juga: surat
pernyataan tidak mengalinkan Harta ke luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama jangka waktu
3 tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan;
Bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang UMKM, melampirkan
juga: surat
pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.

Setelah menyampaikan Surat Pernyataan Harta tersebut, Wajib

Pajak akan mendapatkan tanda terina Surat Pernyataan Harta yang
dikeluarkan olenh KPP. Dalam jangka waktu 10 hari kerja, Menteri
atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri akan menerbitkan
Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Wajib Pajak diberikan
kesempatan untuk dapat menyampaikan Surat Pernyataan Harta
sebanyak tiga kali dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31
Maret 2017. Kesempatan ini diberikan sepanjang disampaikan
sebelum atau setelah Surat Keterangan atas Surat Pernyataan Harta

sebelumnya dikeluarkan.*®

19 Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, Tax Amnesty itu mudah, h.17-18.
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Dalam melaksanakan pengampunan pajak ada syarat-syarat yang
harus dipenuhi antara lain:

1. Melakukan sosialisasi rencana pengampunan pajak yang
didukung oleh perangkat administrasi perpajakan modern
menggunakan  sistem  komputer untuk  mendukung
penegakan hukum pasca amnesti pajak. Kampanye
pengampunan pajak (tax amnesty) mampu menjelaskan
kepada masyarakat secara jelas dan konkret mengenai
tujuan dan manfaat program pengampunan pajak (tax
amnesty).

2. Tunggakan pajak negara yaitu utang pajak yang telah pasti
dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak yang
merupakan objek penagihan pajak dengan Undang-Undang
penagihan dengan surat paksa. Khusus mengenai tunggakan
ini perlu disosialisasikan lebih awal untuk mencegah jangan
sampali isu pengampunan pajak menjadi counter productive,
karena masyarakat salah mengerti dan beramai-ramai
menunda pembayaran pajaknya dengan harapan kelak
mendapat pengampunan pajak.

3. Perlunya program pendukung penegakan hukum secara
tegas dan konsisten terhadap pelanggar hukum. Undang-
Undang Pengampunan Pajak harus didukung seperangkat
Undang-Undang lainnya seperti jaminan mengalirnya data
secara sistemik (by computer) ke pusat data perpajakan
nasional melalui program SIN (Single Identification

Number).
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. Amandemen UU Perbankkan, agar memberikan akses

informasi keuangan ke sistem perpajakan, sepanjang tidak
melanggar kerahasiaan bank.

Perlunya good governance, untuk menata kembali sistem
penggajian pegawai negeri guna mencegah praktik korupsi.
Pengampunan pajak idealnya hanya berlaku sekali (once-in-
a-life time only), kelima peraturan perundang-undangan
tersebut harus ada untuk membantu tegaknya hukum secara
murni dan konsekuen, yang merupakan syarat keberhasilan
program pengampunan pajak (tax amnesty).

. Adanya jaminan kerahasiaan data yang diungkapkan.

Pemerintah harus dapat menjamin bahwa data mengenai
harta maupun penghasilan yang diungkapkan wajib pajak
yang ikut program tax amnesty diadministrasikan dengan
baik dan terjaga kerahasiaannya.

Perbaikkan struktural pasca tax amnesty. Perbaikkan
struktural yang harus dilakukan pemerintah pasca program
tax amnesty mencakup kebijakan ekonomi yang secara
langsung maupun tidak, berpengaruh terhadap usaha wajib
pajak, sistem perpajakan, dan efektivitas monitoring
terhadap kepatuhan wajib pajak, serta penerapan tax

enforcement.?°

Di Indonesia, Periode kebijakan pengampunan pajak (tax

amnesty) berlaku dalam 3 periode, antara lain:

20 Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu,Perpajakan: konsep, teori dan isu,

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h.139-141.
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1. Periode pertama, dimulai dari tanggal diundang sampai 30
September 2016.

2. Periode kedua, dimulai dari tanggal 1 Oktober 2016 sampai
dengan 31 Desember 2016.

3. Periode ketiga, dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 sampai
31 Maret 2017.

Inilah slogan yang diusung dalam pengampunan pajak (tax
amnesty) di Indonesia, yaitu:

1. Ungkap adalah sebuah pernyataan dari Wajib Pajak untuk
bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik berwujud
maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak
bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan
untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau di luar negeri
yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir,
belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa dikarenakan
kelalaian atau keadaan diluar kekuasaan yang dialami Wajib
Pajak sehingga kolom Harta dan Utang dalam SPT Tahunan
PPh belum diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.

2. Tebus adalah pembayaran sejumlah uang ke kas negara
untuk mendapatkan amnesti pajak berupa pelepasan hak
negara untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari
pengungkapan kekayaan yang dilakukan oleh wajib pajak
kepada Direktorat Jenderal Pajak Uang Tebusan atas
amnesti pajak dihitung dengan cara mengalihkan tarif uang
tebusan dengan Nilai Harta Bersih yang telah diungkapkan
oleh Wajib Pajak.
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3. Lega adalah sebuah perasaan yang nantinya akan menaungi
wajib pajak manakala mereka telah memanfaatkan
Pengampunan Pajak dengan diterimanya pengampunan
pajak Wajib Pajak akan mendapatkan penghapusan atas
pajak yang seharusnya terutang sanksi administrasi
perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan untuk

kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015. !

E. Manfaat dan Fasilitas Pengampunan Pajak
Dengan mengikuti pengmpunan pajak, ada beberapa manfaat
yang didapatkan oleh Wajib Pajak, yaitu:

a. Adanya penghapusan pajak terutang yang atas pajak yang belum
diterbitkan ketetapan serta tidak dikenai sanksi administrasi atau
sanksi pidana.

b. Penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang telah
diterbitkan.

c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti
permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.

d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan,
serta penyidikan tindak pidana perpajakan dalam hal Wajib
Pajak sedang dilakukan pemeriksaan Pajak, pemeriksaan bukti
permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.??

Dengan adanya tax amnesty atau amnesti pajak ini dapat

memberikan manfaat untuk beberapa pihak, baik itu pemerintah,

2L http://www.pelajaransekolahonline.com/2016/13/pengertian-tax-amnesty-
latar-belakang-dan-keuntungan-tax-amnesty-lengkap.html diakses tanggal 10/02/2017
jam 15.00 WIB.

22 Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, Tax Amnesty itu mudah, h.21
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pengembangan, maupun untuk investor. Berikut ini manfaat adanya
tax amnesty untuk beberapa pihak:
1) Untuk Pemerintah

Dengan diberlakukannya tax amnesty atau pengampunan pajak
ini maka akan menambah penghasilan penerimaan baru dimana
penambahannya dirasa cukup efektif dalam mengurangi
penerimaan  Negara yang semakin berkurang. Dengan
diterapkannya pengampunan pajak ini maka secara otomatis akan
menarik dana yang terdapat di luar negri ke Indonesia yang
menjadikannya masuk ke dalam pencatatan untuk sumber pajak
baru. Amnesti pajak yang diasumsikan oleh pemerintah sebanyak
RP. 60 triliun yang tercantum pada APBN 016. Nominal tersebut
berasal dari tarif tebusan sebesar 3% dari dana yang masuk yaitu
sekitar RP. 2.000 triliun.
2) Untuk Pengembang

Dengan diberlakukannya amnesty pajak atau pegampunan
pajak ini maka akan membuat sector propeti mengalami
pertumbuhan untuk tahun berikutnya. Kebijakan ini berhubungan
dengan pajak yang menjadikan indicator untuk kebangkitan sebuah
bisnis property yang ada di Indonesia. Tax amnesty ini sangat
dipercaya untuk memberikan sebuah pengaruh terhadap
pengembangan untuk dapat terus berhubungan dengan para
investor. Para investor selama ini merasa tidak mau untuk
menanamkan modalnya di Indonesia karena Negara Indonesia

membunyai pajak property yang tergolong sangat tinggi.
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3) Untuk Investor

Bukan hanya dari pemerintah dan pengembangan saja yang
merasa senang dengan kabar ini, hadirnya tax amnesty atau
pengampunan pajak juga sangan disambut baik oleh para investor.
Dengan adanya tax amnesty atau pengampunan pajak ini akan
memberikan keuntungan terhadap kegiatan bisnis. Amnesty pajak
ini dapat membuat para konsumen serta investor untuk lebih berani
lagi melakukan pembelian terhadap property. Dengan demikian
para investor tidak merasa lagi takut untuk melakukan pembelian
property.?®

Wajib pajak yang telah mendapatkan Surat Keterangan akan
memperoleh fasilitas pengampunan pajak terkait dengan PPh dan
PPN berupa:

a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan

ketetapan, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan
sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban
perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan
Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terkabhir.

. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga

atau denda untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak,
bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir
Tahun Pajak Terakhir.

Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti
permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak,

2 Kadek Agung Setya Nugraha, “Pengampunan Pajak di Indonesia”

(Makalah Hukum Pajak, Universitas Diponogoro, Semarang, 2015), h.9-10.
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bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir
Tahun Pajak Terakhir.

d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti
permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang
pemeriksaan, jika wajib pajak sedang dilakukan
pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas
kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak
terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan. Terkait
dengan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pejabat
di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan
tugas dan fungsi penyidikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.?

Contoh kasus perhitungan Uang Tebusan yang hartanya
ada di luar negeri:

Tuan Hidayat menyampaikan surat pernyataan Harta untuk

pengampunan pajak pada tanggal 5 Agustus 2016. Pada surat

pernyataan harta ini, tuan hidayat mengungkapkan harta yang
berada di Singapura untuk dialihkan ke Indonesia. Total nilai
harta tambahan bersih yang diungkapkan adalah sebesar Rp

500.000.000. Pada tanggal 15 Oktober 2016, Tuan Hidayat

menyampaikan Surat Pernyataan Harta kedua karena

melakukan perubahan dari awalnya melakukan pengalihan

menjadi pengungkapan saja atas harta tambahan yang di

Singapura.

24 Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, Tax Amnesty itu mudah, h.61.
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Jawaban:

Dengan kondisi ini, perhitungan uang tebusan pada surat

pernyataan harta kedua adalah:

a.

Dasar pengenaan uang tebusan pada surat pernyataan harta

pertama: Atas harta dalam negeri dan harta yang dialihkan =
Rp 500.000.000.

Dasar pengenaan uang tebusan pada surat pernyataan harta

kedua:

e Atas harta dalam negeri dan harta yang dialihkan = (-Rp
500.000.000)

e Atas harta luar negeri yang tidak dialihkan = Rp
500.000.000

Perhitungan uang tebusan di surat pernyataan harta kedua:

Atas harta dalam negeri dan harta yang dialihkan = 2% x
(-Rp 500.000.000) = (-Rp 10.000.000)

Atas harta luar negeri yang dialihkan = 4% x Rp
500.000.000n Rp 20.000.000 jumlah uang tebusan pada
surat pernyataan harta kedua adalah : Rp 20.000.000 -
Rp 10.000.000 = Rp 10.000.000.%°

%5 Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, Tax Amnesty itu mudah, h.70-72.



